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PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

STANDARDISASI HARGA SATUAN UPAH,
BAHAN, ALAT, DAN ANALISIS PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN,2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

i 1.

WALI KOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangkal pelaksanaan)pekerjaan konstruksi
Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2027
khususnya dalam,hal keéseragaman harga satuan upah,
bahan, alat, dan‘“\analisis\pekerjaan, perlu ditetapkan
standardisasi harga satuan upah, bahan, alat, dan analisis
pekerjaan ‘“untuk  kegiatan pekerjaan  konstruksi
pemerintah kota semarang tahun anggaran 2027;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, ‘perlu menetapkan Standardisasi Harga
Satuan Upah, Bahan, Alat, dan Analisis Pekerjaan untuk
KegiatanyPekegjaan Konstruksi Pemerintah Kota Semarang
Tahun, Anggaran 2027;

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-UndangsNomorn, 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemegintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaramny, Negara , Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomier 41, \Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor, 6836);

Undang-Undang Nomor |2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembarafi, Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahanylembaran Negara Republik
Indonesia Nomor, 06018\, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir deaigan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2028, tentang, Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta_Kerja menjadipUndang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonésia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun
2017%tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonésia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6626);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);
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Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3097);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Atas Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun, 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah “(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20205\ Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara ‘|, Republik, _/JIndonesia
Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun /2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Eembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2049 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemefrintah Nomor “16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Reépublik Indonesia Nomor 6628);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Tndonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah"diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pgesiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 158);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
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Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 152);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDARDISASI HARGA
SATUAN UPAH, BAHAN{ ALAT, DAN "ANALISIS PEKERJAAN
UNTUK KEGIATAN PEKERJAAN,KONSTRUKSI PEMERINTAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali\Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kota Semarang.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Semarang.

Wali kota adalah Wali Kota Semarang.

Analisis’, Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya
Tenaga Kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan
harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan
kembali suatu bangunan.

Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD
adalah harga satuan komponen dari harga satuan
pekerjaan per satuan tertentu.

Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP
adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu
satuan tertentu. HSP ini dihitung dengan analisis harga
satuan suatu pekerjaan yang terdiri atas biaya langsung
dan biaya tidak langsung sebagai mata pembayaran jenis
pekerjaan tertentu, belum termasuk pajak pertambahan
nilai.



8.
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13.

Biaya Umum yang selanjutnya disebut Overhead adalah
biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung
terwujudnya pekerjaan (kegiatan pekerjaan) yang
bersangkutan, atau biaya yang diperhitungkan sebagai
biaya operasional meliputi pengeluaran namun tidak
terbatas untuk biaya kantor pusat yang bukan dari biaya
pengadaan untuk setiap mata pembayaran, biaya
manajemen, biaya pelatihan, biaya pelatihan, biaya
akuntansi dan auditing, biaya registrasi, biaya
periklanan, biaya humas, biaya promosi, dan biaya
lainnya.

Bangunan Gedung Negara adalah bangdnan gedung
untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara
atau daerah dan diadakan dengan sdmbet, pembiayaan
yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau
perolehan lainnya yang sah.

Rumah Negara adalah bangtinan yangdimiliki negara dan
berfungsi sebagai tempat tinggalatau hunian dan sarana
pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas
pejabat dan/atau pegawai negeri.

Klasifikasi Bangunan Gedung Negara  adalah
penggolongan  kelas Bangunan Gedung Negara
berdasarkan'tingkat kompleksitas.

Standar, Harga “Satuan ™ Tertinggi yang selanjutnya
disingkat “SHST\s/adalah standar harga satuan tertinggi
pada pekerjaan bangunan gedung negara yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan
menggunakan / aplikasi perhitungan SHST yang
disediakan oleh pemerintah pusat.

Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB
adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya
yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 2

(1) Standardisasi harga satuan upah, bahan, alat, dan

analisis pekerjaan, untuk kegiatan pekerjaan konstruksi
berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam proses
penyusunan dan inputting rencana kerja anggaran pada
penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk
kegiatan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2027.



(2) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:

a.

Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan
Bangunan Gedung Negara sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Analisis Standar Belanja (ASB) Pekerjaan Konstruksi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini;

Standardisasi Harga Satuan Dasar (HSD) (Upah,
Bahan, dan Alat) untuk Lingkup Pekerjaan Konstruksi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkanpdari Peraturan
Wali Kota ini;

Standardisasi Standar Biaya 'Umum (SBU) untuk
Lingkup Pekerjaan Konstruksi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IVigyang "merupakan
bagian tidak terpisahkan darifPeraturan Wali Kota ini;
Standardisasi Harga Satuan Pekerjaan (HSP) untuk
Pekerjaan Konstruksi “Bidang / Cipta Karya dan
Perumahan #(CKP), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V ‘yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Pesaturan Wali Kota ini;
Standardisasi BWAnalisiS Harga Satuan Pekerjaan
(AHSP) untuk Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta
Karya dan Perumahan (CKP) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
Standardisasi Harga Satuan Pekerjaan (HSP) untuk
Pekerjaan Konstruksi Bidang Sumber Daya Air (SDA)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini;

Standardisasi Analisis Harga Satuan Pekerjaan
(AHSP) untuk Pekerjaan Konstruksi Bidang Sumber
Daya Air (SDA) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
Standardisasi Harga Satuan Pekerjaan (HSP) untuk
Pekerjaan Konstruksi Bidang Bina Marga (BM)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini;



j. Standardisasi Analisis Harga Satuan Pekerjaan
(AHSP) untuk Pekerjaan Konstruksi Bidang Bina
Marga (BM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini;

k. Standardisasi Harga Satuan Pekerjaan (HSP) dan
Analisis Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (AHSP)
(Usulan Perangkat Daerah) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan harga tertinggi dan belum termasuk pajak
kecuali ditentukan lain oleh peraturan, perundang-
undangan.

Pasal 3

Dalam hal harga satuan dasar upah, bahanjdan alat atau
harga satuan pekerjaan pada saat pelaksanaan lebih tinggi
daripada yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini,
maka sebagai dasar pelaksanaan menggunakan survei harga
pasar yang aktual dan kredibel.

Pasal 4

(1) Analisis Harga Satuah Pekerjaan yang digunakan pada
Peraturan Wali Keta ini berpedoman pada Analisis Harga
Satuan_Pekerjaan yang telah disusun oleh Kementerian
Pekegjaan Umum.

(2) Dalam) hal terdapat pekerjaan dengan Analisis Harga
Satwan Pekerjaan yang belum terdapat dalam Peraturan
Wali Kota 'ini, maka Analisis Harga Satuan Pekerjaan
tersebut ) harus diusulkan terlebih dahulu kepada
Kementerian Pekerjaan Umum dengan mengikuti
ketentan dalam lampiran VII Surat Edaran Direktur
Jenderal Bina Konstruksi Nomor 47/SE/Dk/2026 tentang
Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

BAB II

KLASIFIKASI, STANDAR LUAS, DAN
STANDAR JUMLAH LANTAI

Pasal 5
(1) Klasifikasi Bangunan Gedung Negara meliputi:

a. bangunan sederhana;
b. bangunan tidak sederhana; dan
c. bangunan khusus.

(2) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sederhana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi
sederhana meliputi:



a. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung
negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan
2 (dua) lantai;

b. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung
negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m?2
(lima ratus meter persegi); dan

c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D,
dan Tipe E.

(3) Bangunan Gedung Negara dengan Kklasifikasi tidak
sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan
spesifikasi tidak sederhana meliputi:

a. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung
negara lainnya dengan jumlah<lantai lebih dari
2 (dua) lantai;

b. bangunan gedung kantor dam,  bangunan gedung
negara lainnya dengan luas lebih“dari 500"m? (lima
ratus meter persegi); dan

c. Rumah Negara meliputi Rummah Negara Tipe A dan
Tipe B.

(4) Bangunan  Gedung % Negara Klasifikasi  khusus
sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf c
merupakan:

a. Bangunam, Gedung Negara yang memiliki
persyaratan khusus, serta dalam perencanaan dan
pelaksanaaninya | memerlukan penyelesaian atau
teknologi khusus;

b. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai tingkat
kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional,

ey, Bangunan Gedung Negara yang penyelenggaraannya
dapat membahayakan masyarakat disekitarnya;
dan/atau

d./Bangunan Gedung Negara yang mempunyai risiko
bahaya tinggi.

Pasal 6
(1) Standar luas Rumah Negara ditetapkan sesuai dengan
tipe Rumah Negara yang didasarkan pada tingkat jabatan
dan golongan atau pangkat penghuni.
(2) Standar tipe dan luas Rumah Negara bagi pejabat dan
pegawai negeri ditetapkan sebagai berikut:

a. tipe Khusus diperuntukkan bagi Menteri, Pimpinan
Lembaga Tinggi Negara, atau pejabat yang setingkat
dengan menteri, dengan luas bangunan 400 m?2
(empat ratus meter persegi) dan luas tanah 1000 m?
(seribu meter persegi);



. tipe A diperuntukkan bagi Sekretaris Jenderal,
Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang
setingkat, atau Anggota Lembaga Tinggi Negara atau
Dewan dengan luas bangunan 250 m? (dua ratus
lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600 m?2
(enam ratus meter persegi);

. tipe B diperuntukkan bagi Direktur, Kepala Biro,
Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai
Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan luas
bangunan 120 m? (seratus dua puluhneter persegi)
dan luas tanah 350 m? (tiga ratus lima puluh meter
persegi);

. tipe C diperuntukkan bagi Kepala Sub Direktorat,
Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang
setingkat, atau Pegawai_ Negeri, Sipil, Golongan IV/a
dan IV/c, dengan luagrbangunan, 70 m?2 (tujuh puluh
meter persegi) dan luas tadah 200 m? (dua ratus
meter persegi;

. tipe D diperuntukkan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub
Bagian, KepalasSub Bidang, Pejabat yang setingkat,
atau Pegawai Negeri Sipil, Golongan III, dengan luas
bangunan,50 m? (lima puluh meter persegi) dan luas
tanah 120 m? (seratus dua puluh meter persegi); dan
tipe E diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil
Golongan I dan Golongan II, dengan luas bangunan
36 m? (tiga\puluh enam meter persegi) dan luas tanah
1000m? (seratus meter persegi).



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALIL KOTA SEMARANG;,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG;

BUDRKPRAKOSA

BERITA'DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR



